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01



DASAR HUKUM 
BIDANG PERHUBUNGAN

FORUM PERANGKAT DAERAH BIDANG PERHUBUNGAN TAHUN 2026

1. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian;

2. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

5. Undang - Undang Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pelayaran;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

7. Peraturan Menteri Nomor 24 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan;

8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;

9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042;

10.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perhubungan;

11.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;

12.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029

13.Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2022 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah ProvinsiJawa Barat;

14.Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 128 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Jawa 

Barat;



GAMBARAN UMUM
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GAMBARAN UMUM

FORUM PERANGKAT DAERAH BIDANG PERHUBUNGAN TAHUN 2026

Total Pengguna AU tahun 2025 

berjumlah 337.752.425 Orang, 

Jumlah Tesebut memiliki 

kenaikan 563% dari tahun 2024 

yang berjumlah 50.948.817 

Orang.

Pengguna Angkutan Umum di Jawa Barat Tahun 2025

Total Pengguna AU

Udara Tahun 2025

 2.093 Orang

Total Pengguna AU

ASDP Tahun 2025

6590 Orang

Total Pengguna AU

Darat Tahun 2025

 323.802.279 Orang 
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GAMBARAN UMUM
SIMPUL TRANSPORTASI DI JAWA BARAT

FORUM PERANGKAT DAERAH BIDANG PERHUBUNGAN TAHUN 2026

UPTD PJK Nusawiru

PT. Angkasa Pura

JV PT BIJB – Angkasa Pura

TERMINAL TIPE A

10

TERMINAL TIPE B

14

TERMINAL TIPE C

145

PELABUHAN UTAMA

1
PEL. PATIMBAN

PELABUHAN ASDP

24

BANDARA DI JAWA BARAT

5 Bandara

OPERATOR

PANJANG JALUR

1.761 Km

PERLINTASAN KA

688

SEBIDANG

528

TIDAK SEBIDANG

160

PT. KAI

PT. KCI

PT. KCIC

OPERATOR

STASIUN

142AKTIF : 1.463 Km – NON AKTIF 298 Km



GAMBARAN UMUM
ISU STRATEGIS

FORUM PERANGKAT DAERAH BIDANG PERHUBUNGAN TAHUN 2026

Isu Strategis Dinas Perhubungan : Belum optimalnya layanan transportasi di Jawa Barat

Permasalahan Transportasi di Jawa Barat :

1. Belum terpenuhinya fasilitas perlengkapan jalan di ruas jalan provinsi untuk mendukung keselamatan 

berlalu-lintas. Selain penyediaan perlengkapan jalan, pemeliharaannya belum dilaksanakan secara 

optimal. 

2. Belum optimalnya transportasi umum di Jawa Barat, terlihat dari tingginya penggunaan angkutan 

pribadi dibandingkan dengan angkutan umum dikarenakan kurang nyaman dan amannya transportasi 

umum. 

3. Belum optimalnya pengelolaan terminal tipe B, banyaknya penumpang yang lebih memilih untuk 

menaiki angkutan umum dipinggir jalan dibandingkan di dalam terminal. 

4. Wilayah Jawa Barat belum terkoneksi oleh layanan transportasi yang memadai.



VISI MISI & 

INDIKATOR KINERJA
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VISI DAN MISI
PROVINSI JAWA BARAT

FORUM PERANGKAT DAERAH BIDANG PERHUBUNGAN TAHUN 2026

VISI

JABAR ISTIMEWA : LEMBUR DIURUS KOTA DITATA

MISI

Mewujudkan Sumber 

Daya Manusia 

Berkarakter Unggul.

Mengembangkan 

ekonomi kerakyatan dan 

Investasi berbasis 

kearifan lingkungan yang 

tidak eksploitatif. 

Mengurangi Disparitas 

Pembangunan Daerah 

Perkotaan Pedesaan, 

serta Miskin dan Kaya.

Mewujudkan Masyarakat 

dan Birokrasi yang 

Adaptif, Berorientasi 

Pelayanan sesuai dengan 

Prinsip Good and Clean 

Governance.



TAHAPAN PEMBANGUNAN 
2025-2029

FORUM PERANGKAT DAERAH BIDANG PERHUBUNGAN TAHUN 2026 1

1

2025 2026 2027 2028 2029

Penyiapan 

Infrastruktur Dasar 

dan Penguatan 

Fondasi 

Pembangunan 

Pemerataan Distribusi 

Akses Layanan Dasar 

dan Konektivitas 

Daerah

Peningkatan 

Kapasitas Sumber 

Daya Manusia dan 

Produktivitas Tata 

Kelola Pembangunan

Penguatan Kemampuan 

Kompetitif Daerah melalui 

Peningkatan Sumber 

Daya Ekonomi Berbasis 

Lingkungan

Pemantapan 

Daya Saing 

Daerah

Fokus pada Penyediaan 

infrastruktur layanan dasar 

(jaringan jalan, 

Pembangunan ruang kelas 

baru, peningkatan fasilitas 

Kesehatan, sanitasi, 

stunting, kemiskinan, dll.

Pemerataan akses 

layanan dasar dan 

keterhubungan antar 

wilayah maupun antar 

komponen 

Pembangunan.

Pengembangan 

produktivitas melalui 

produksi pangan, 

pariwisata, dan ekonomi 

kreatif, serta industri yang 

didukung oleh SDM dan 

Manajemen Pembangunan 

yang berkualitas.

Peningkatan 

kemampuandaerah untuk 

bersaing dengan daerah 

lain melalui produktivitas, 

inovasi dan kesejahteraan 

Masyarakat.

Penguatan kemampuan 

kompetitif daerah melalui 

Investasi dan 

kewirausahaan daerah.



INDIKATOR KINERJA DAERAH 
IKU DINAS PERHUBUNGAN 2025-2029

FORUM PERANGKAT DAERAH BIDANG PERHUBUNGAN TAHUN 2026

TUJUAN :

“Terwujudnya Pelayanan Transportasi yang Berkelanjutan di Jawa Barat”

INDIKATOR TUJUAN 20272026

6,42% 6,67%

2025

6,21% Indeks Kualitas Infrastruktur 

Transportasi

2028

6,83%

2029

7,06%

2030

7,23%TARGET

SASARAN :

“Meningkatnya Aksesibilitas Transportasi di Jawa Barat”

INDIKATOR SASARAN 1 20272026

62,14% 64,27%

2025

60,34% 
Tingkat Aksesibilitas 

Transportasi di Jawa Barat

2028

65,41%

2029

67,38%

2030

68,49%TARGET

INDIKATOR SASARAN 2 20272026

13,26% 13,53%

2025

13,00% 
Modal Share 

Angkutan Umum

2028

13,80%

2029

14,08%

2030

14,36%TARGET

REALISASI : 6,28%
CAPAIAN : 101,19%

REALISASI : 60,62%
CAPAIAN : 100,46%

REALISASI : 13,81%
CAPAIAN : 106,22%



PROGRAM, KEGIATAN, 

SUB KEGIATAN 

DINAS PERHUBUNGAN
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PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN 
BIDANG PERHUBUNGAN

FORUM PERANGKAT DAERAH BIDANG PERHUBUNGAN TAHUN 2026

2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS 

DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)

2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN

2.15.05 PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN

2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 

DAERAH PROVINSI

12 KEGIATAN

7 KEGIATAN

2 KEGIATAN

9 KEGIATAN

51 SUB KEGIATAN

13 SUB KEGIATAN

7 SUB KEGIATAN

167 SUB KEGIATAN



PROGRAM PRIORITAS
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PROGRAM PRIORITAS
TAHUN ANGGARAN 2027

FORUM PERANGKAT DAERAH BIDANG PERHUBUNGAN TAHUN 2026

TRANSPORTASI DARAT TRANSPORTASI LAUT & ASDP
KERETA API & 

PENGEMBANGAN 

TRANSPORTASI

1. PENYEDIAAN DAN PEMELIHARAAN 

PERLENGKAPAN JALAN 

2. PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN 

TERMINAL TIPE B

3. PENYEDIAAN BUS RAPID TRANSIT

4. MANAGED SERVICE CCTV

5. PENYELENGGARAAN ANGKUTAN LEBARAN 

DAN NATARU

6. PENYELENGGARAAN MUDIK GRATIS

7. KAJIAN TRANSPORTASI DARAT

1. PEMBANGUNAN DERMAGA ASDP

2. PEMENUHAN FASILITAS PENDUKUNG 

ASDP

3. DOKUMEN/KAJIAN DUKUNGAN BIDANG 

PELAYARAN 

1. PEMBEBASAN LAHAN CIPATAT- 

PADALARANG

2. PEMBERIAN TIKET ANTAR MODA 

BANDARA KERTAJATI

3. DOKUMEN/KAJIAN DUKUNGAN BIDANG 

PPT



PROGRAM STRATEGIS
DINAS PERHUBUNGAN PERHUBUNGAN

DINAS PERHUBUNGAN TA 2027

TRANSPORTASI DARAT

TRANSPORTASI LAUT & ASDP

PENYEDIAAN DAN PEMELIHARAAN PERLENGKAPAN JALAN 

TERMINAL TIPE B

BUS RAPID TRANSIT :

MANAGED SERVICE CCTV

1. DED Terminal Sumber 

2. DED Terminal Leuwiliang

3. Perizinan & Sertifikasi Terminal Palabuhanratu

4. Perizinan Terminal Pameungpeuk

5. Perizinan Terminal Sumber 

6. Penunjang Bidang 

7. Pembangunan Terminal Pangandaran 

8. Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan Terminal 

Pangandaran 

9. Penunjang Pelaksanaan

1. Subsidi BRT 

2. Verifikasi BRT
3. Pengawasan BRT

4. Kajian PDTT

NO URAIAN SATUAN VOLUME

1 PJU (Penerangan Jalan Umum) unit 5.000

2 Rambu Lalu Lintas unit 16.618

3 RPPJ (Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan) unit 1.260

4 Pagar Pengaman Jalan (Guardrail) unit 15.399

5 Marka Jalan meter 2.330.889,75

6 APILL unit 377

7 Warning Light unit 968

8 Mobil Skylift unit 19

PEMELIHARAAN PERLENGKAPAN JALAN 

PENYEDIAAN PERLENGKAPAN JALAN 

KAJIAN TRANSPORTASI DARAT

1. Tiket Gratis

2. Sewa Bus 

3. Penujang Pelaksanaan

MUDIK GRATIS

KERETA API & PENGEMBANGAN TRANSPORTASI

1. Managed CCTV Lanjutan TA 2026

2. Managed CCTV Tambahan TA 2027

3. Pemeliharaan CCTV Eksisting

1. Dokumen/Kajian Dukungan Bidang Angkutan 

2. Dokumen/Kajian Dukungan Bidang Lalu Lintas 

1. Dokumen/Kajian Dukungan Bidang Pelayaran 

2. Dermaga ASDP

3. Fasilitas Pendukung ASDP

1. Pembebasan Lahan Cipatat Padalarang

2. Antar Moda

3. Dokumen/Kajian Dukungan Bidang PPT

1. Manage Service Pemeliharaan Fasperjal UPTD PPP LLAJ 

Wilayah I & IV

2. Komponen Pemeliharaan Fasperjal



PROGRAM PRIORITAS
PENYEDIAAN DAN PEMELIHARAAN PERLENGKAPAN JALAN 

FORUM PERANGKAT DAERAH BIDANG PERHUBUNGAN TAHUN 2026

URAIAN SATUAN
TOTAL 

KEBUTUHAN 

REALISASI

S.D 2025 CAPAIAN (%)

Fasilitas Perlengkapan Jalan di Ruas Jalan Provinsi 69,17%

1 PJU (Penerangan Jalan Umum) unit 51.109 33.469 68,91%

2 Rambu Lalu Lintas unit 16.618 13.161 79,20%

3
RPPJ (Rambu Pendahulu Petunjuk 

Jurusan)
unit 1.260 1.210 96,03%

4 Pagar Pengaman Jalan (Guardrail) unit 15.399 8.010 52,02%

5 Marka Jalan meter 2.330.889,75 1.632.149 70,02%

6 APILL unit 377 312 82,76%

7 Warning Light unit 968 690 71,28%

PENYEDIAAN PERLENGKAPAN JALAN 

PEMELIHARAAN PERLENGKAPAN JALAN 

1. Manage Service Pemeliharaan Fasperjal UPTD PPP LLAJ Wilayah I & IV

2. Komponen Pemeliharaan Fasperjal



PROGRAM PRIORITAS
BUS RAPID TRANSIT

Kota Bandung

Kota Cimahi

Kabupaten Bandung

Kabupaten Bandung 

Barat

Kabupaten 

Sumedang

Terminus

Dedicated Lane

Direct Service Route

Direct Service Routes

BRT01 : Cibiru - Kalapa

BRT02 : Kalapa - Ledeng

BRT03A : Dago – Leuwipanjang

BRT03B : Dago – Leuwipanjang (Dipatiukur)

BRT04 : Elang – Riau

BRT05 : Antapani – Padjajaran – Ciroyom

BRT06 : Alun alun - Cibaduyut

BRT07 : Alun alun – Padalarang

BRT08 : Cicaheum – Cimahi

BRT09 : Antapani – Ledeng

BRT10 : Cibereum – Leuwipanjang – Tegalluar

BRT11 : St Hall - Tegalluar

BRT12 : Leuwipanjang – Soreang

BRT13 : Jatinangor – Leuwipanjang

BRT14 : Leuwipanjang – Baleendah – Majalaya

BRT15 : Banjaran – Baleendah – BEC

BRT16 : Antapani – Sarijadi

BRT17 : Lembang – Ledeng

BRT18 : Cicaheum – Sarijadi

BRT19 : Majalaya – Derwati – Tegalluar

BRT20 : Dipatiukur – Jatinangor (via tol)

Depo

Cinunuk

Majalaya

Soreang

Cicaheum

Padalarang

Leuwipanjang

Alun-Alun

Km 

On Corridor

21 34
BRT 

Station

21
Rute Direct 

Service

579
Unit Bus

768
Bus Stop Off 

Corridor

21
End 

Station

FORUM PERANGKAT DAERAH BIDANG PERHUBUNGAN TAHUN 2026

Proyek BRT BBMA



PROGRAM PRIORITAS
14 TERMINAL TIPE B DI JAWA BARAT

FORUM PERANGKAT DAERAH BIDANG PERHUBUNGAN TAHUN 2026

2023/2024/2025

2027

2022

PEMBANGUNAN



PROGRAM PRIORITAS
ANGKUTAN LEBARAN & NATARU

FORUM PERANGKAT DAERAH BIDANG PERHUBUNGAN TAHUN 2026

REST AREA BERSAMA
KEMENHUB

POSKO TERPADU 
PROVINSI, 
KAB/KOTA DAN 
KEMENHUB

POSKO KEWILAYAHAN 
KAB/KOTA

POSKO SIMPUL TERMINAL 
TIPE A & B

POSKO SIMPUL 
PELABUHAN ASDP

POSKO SIMPUL BANDAR 
UDARA

4

12

115

24

26

1

Tanjungpura - Kab. 
Karawang: Kepolisian, 

Kemenhub,Dishub

Jomin - Kab. Karawang: 
Kepolisian, Kemenhub, BPTD dan 

Damkar

Gadog - Kab. Bogor: 
Kepolisian, Kemenhub,

Dishub

Cileunyi - Kab. Bandung: 
Kepolisian, Kemenhub,

Dishub

Nagreg - Kab. Bandung: 
Kepolisian, Kemenhub,

Dishub

Padalarang - KBB: 
Kepolisian,

Dishub

Weru - Kab. Karawang: 
Kepolisian, Dishub, BPTD 

Losari - 
Kab. Cirebon: 

Kepolisian,
Dishub

Cilimus - 
Kab. Kuningan: 

Kemenhub,
Dishub

Gentong - 
Kab. Tasikmalaya: 

Kepolisian, Kemenhub,
Dishub

Limbangan - 
Kab. Garut: 

Kepolisian, Kemenhub,
Dishub

Kadungora - Kab. Garut: 
Kepolisian, Kemenhub,

Dishub

TITIK TRAFFIC COUNTING12



PROGRAM PRIORITAS
MUDIK GRATIS

Tiket Bus Bandung - Sukabumi = 400 tiket

Tiket Bus Bandung - Ciledug = 120 tiket

Tiket Bus Bandung - Solo = 320 tiket

Tiket Bus Bandung - Yogyakarta = 320 tiket

Tiket Bus Bekasi - Tasikmalaya = 320 tiket

Tiket Bus Bogor - Palabuhanratu = 200 tiket

Tiket Bus Bekasi - Purbalingga = 80 tiket

FORUM PERANGKAT DAERAH BIDANG PERHUBUNGAN TAHUN 2026

Tiket Bus Bekasi - Bandung = 120 tiket

Tiket Bus Bogor (Cileungsi) - Bandung = 320 tiket

Tiket Bus Yogyakarta - Bandung = 360 tiket

PEMBERIAN TIKET MUDIK GRATIS 
KEPADA MASYARAKAT DALAM RANGKA 

ANGKUTAN LEBARAN 2026

2.560
TIKET BUS



PROGRAM PRIORITAS
RENCANA PEMBANGUNAN KA DI PROVINSI JAWA BARAT

FORUM PERANGKAT DAERAH BIDANG PERHUBUNGAN TAHUN 2026



PROGRAM PRIORITAS
PERLINTASAN KERETA API DI JAWA BARAT

FORUM PERANGKAT DAERAH BIDANG PERHUBUNGAN TAHUN 2026

688
PERLINTASAN KERETA

528 
PERLINTASAN 

SEBIDANG

160
PERLINTASAN TIDAK 

SEBIDANG

167 DIJAGA KAI

25 DIJAGA PEMDA

109 DIJAGA RELAWAN

78 TIDAK DIJAGA

70 FLY OVER

57 UNDERPASS

377 TERDAFTAR / 

BERNOMOR JPL

152 TIDAK TERDAFTAR / LIAR

c

57 UNDERPASS

c



PROGRAM PRIORITAS
PERLINTASAN SEBIDANG JALAN PROVINSI 

FORUM PERANGKAT DAERAH BIDANG PERHUBUNGAN TAHUN 2026

Mulai Tahun 2025 Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat 

Mengelola JPL 211 di Kabupaten Garut



PROGRAM PRIORITAS
PERKERETAAPIAN PERKOTAAAN METROPOLITAN BANDUNG

FORUM PERANGKAT DAERAH BIDANG PERHUBUNGAN TAHUN 2026



PROGRAM PRIORITAS
INTEGRASI DATA & LAYANAN TRANSPORTASI

FORUM PERANGKAT DAERAH BIDANG PERHUBUNGAN TAHUN 2026
DISHUB PROVINSI JAWA BARAT 2025

NO URAIAN KEGIATAN

1 MERUBAH FORM INPUT UNTUK BEBERAPA DATA

2 MENAMPILKAN MONITA DI WEBSITE DISHUB JABAR

3 MENGINTEGRASIKAN DENGAN CCTV DISHUB JABAR

4 MENGINTEGRASIKAN DENGAN LIDAR LALU LINTAS

5
MEMBUAT SISTEM PENGINPUTAN BAGI ADMIN BID, 

UPTD, DAN LIST PERTEK (PELAYARAN)

6 PENGUJIAN HASIL PENGEMBANGAN SISTEM INTEGRASI 

7
PENYUSUNAN KERJASAMA DENGAN EKSTERNAL TERKAIT 

KERJASAMA DALAM PERTUKARAN DATA DAN INFORMASI

8
PENANDATANGANAN PKS TENTANG PERTUKARAN DATA DAN 

INFORMASI

9
TINDAK LANJUT DARI PKS (MENGINTEGRASIKAN MONITA DENGAN 

SISTEM MILIK STAKEHOLDER EKSTERNAL)

10 INTEGRASI DENGAN SAPAWARGA

11
PENGEMBANGAN SISTEM UNTUK MASYARAKAT - 

PUBLIK

STAKEHOLDER TERKAIT

TA

DISKOMINFO JABAR, TA

BID LALIN DISHUB JABAR, DISKOMINFO,TA

BID LALIN DISHUB JABAR, DISKOMINFO,TA

DISKOMINFO JABAR, TA

DISKOMINFO JABAR, TA

DISKOMINFO JABAR, TA, BIRO PEMOTDA, BTP 

KEMENHUB, PENGELOLA JALAN TOL,DLL

DISKOMINFO JABAR, TA, BIRO PEMOTDA, BTP 

KEMENHUB, PENGELOLA JALAN TOL,DLL

DISKOMINFO JABAR, TA, BIRO PEMOTDA, BTP 

KEMENHUB, PENGELOLA JALAN TOL,DLL

DISKOMINFO JABAR, TA

DISKOMINFO JABAR, TA

2025 2026 2027 2028 2029

TIMELINE KEGIATAN PENGEMBANGAN SISTEM MONITORING DAN 
INTEGRASI INFORMASI SISTEM TRANSPORTASI 



TERIMAKASIH



PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN 
BIDANG PERHUBUNGAN

FORUM PERANGKAT DAERAH BIDANG PERHUBUNGAN TAHUN 2026

2.15.02.1.01 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi

2.15.02.1.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi

2.15.02.1.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B

2.15.02.1.05 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi

2.15.02.1.06 Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi

2.15.02.1.07 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan

2.15.02.1.08 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

2.15.02.1.09 Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

2.15.02.1.10 Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

2.15.02.1.11 Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

2.15.02.1.12 Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya Melampaui Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah 

Provinsi

2.15.02.1.13 Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

2.15.02.1.14 Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

2.15.02.1.15 Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek antar Kota dalam Daerah Provinsi serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah 

Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

2.15.02.3.05 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi

2.15.02.4.05 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi

2.15.02.6.04 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe A

6 Sub Kegiatan

4 Sub Kegiatan

7 Sub Kegiatan

6 Sub Kegiatan

4 Sub Kegiatan

14 Sub Kegiatan

2 Sub Kegiatan

2 Sub Kegiatan

4 Sub Kegiatan

2 Sub Kegiatan

4 Sub Kegiatan

2 Sub Kegiatan

2 Sub Kegiatan

3 Sub Kegiatan

1 Sub Kegiatan

1 Sub Kegiatan

6 Sub Kegiatan

2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
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4
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6
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8
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PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN 
BIDANG PERHUBUNGAN

FORUM PERANGKAT DAERAH BIDANG PERHUBUNGAN TAHUN 2026

2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN

2.15.03.1.01 Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah 

Provinsi

2.15.03.1.02 Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah 

Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, Pelabuhan antar Daerah Provinsi, dan Pelabuhan Internasional

2.15.03.1.03 Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Bersangkutan

2.15.03.1.04 Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Terletak pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau 

Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi

2.15.03.1.05 Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah 

Provinsi

2.15.03.1.06 Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa 

Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas

2.15.03.1.07 Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah 

Provinsi

2.15.03.1.08 Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional

2.15.03.1.09 Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional

2.15.03.1.10 Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

2.15.03.1.11 Penerbitan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional

2.15.03.1.12 Penerbitan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Regional

2.15.03.1.13 Penerbitan Izin Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Regional

2.15.03.1.14 Penerbitan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional

2.15.03.1.15 Penerbitan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional

2.15.03.1.16 Penerbitan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional

2 Sub Kegiatan

2 Sub Kegiatan

2 Sub Kegiatan

1 Sub Kegiatan

2 Sub Kegiatan

2 Sub Kegiatan

3 Sub Kegiatan

3 Sub Kegiatan

5 Sub Kegiatan

7 Sub Kegiatan

2 Sub Kegiatan

2 Sub Kegiatan

2 Sub Kegiatan

2 Sub Kegiatan

2 Sub Kegiatan

2 Sub Kegiatan
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PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN 
BIDANG PERHUBUNGAN

FORUM PERANGKAT DAERAH BIDANG PERHUBUNGAN TAHUN 2026

2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN

2.15.03.3.08 Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional 1 Sub Kegiatan17

2.15.03.3.10 Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah

2.15.03.4.08 Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional

2.15.03.4.10 Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah

1 Sub Kegiatan

1 Sub Kegiatan

1 Sub Kegiatan

18

19

20



PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN 
BIDANG PERHUBUNGAN

FORUM PERANGKAT DAERAH BIDANG PERHUBUNGAN TAHUN 2026

2.15.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN

2.15.04.3.01 Penyediaan Sarana dan Prasarana Transportasi

2.15.04.3.02 Pembangunan Bandar Udara

2.15.04.3.03 Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Penerbangan

2.15.04.3.05 Penyelenggaraan pelayanan jasa kebandarudaraan

2.15.04.3.06 Penyelenggaraan pelayanan jasa kebandarudaraan

2.15.04.3.08 Penyediaan Infrastruktur Perkeretaapian Yang Terintegrasi Sesuai dengan Kewenangan Provinsi

2.15.04.4.01 Penyediaan Sarana dan Prasarana Transportasi

2.15.04.4.02 Pembangunan Bandar Udara

2.15.04.4.03 Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Penerbangan

2.15.04.4.05 Penyelenggaraan pelayanan jasa kebandarudaraan

2.15.04.4.06 Penyelenggaraan pelayanan jasa kebandarudaraan

5 Sub Kegiatan

3 Sub Kegiatan

4 Sub Kegiatan

2 Sub Kegiatan

1 Sub Kegiatan

2 Sub Kegiatan

5 Sub Kegiatan

3 Sub Kegiatan

4 Sub Kegiatan

2 Sub Kegiatan

1 Sub Kegiatan
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2
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PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN 
BIDANG PERHUBUNGAN

FORUM PERANGKAT DAERAH BIDANG PERHUBUNGAN TAHUN 2026

2.15.05 PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN

2.15.05.1.01 Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian

2.15.05.1.02 Penerbitan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah

2.15.05.1.03 Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Melebihi Wilayah 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

2.15.05.1.04 Penetapan Kelas Stasiun untuk Stasiun pada Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi

2.15.05.1.05 Penerbitan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

2.15.05.1.06 Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Provinsi

2.15.05.1.07 Penerbitan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya Melebihi 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 

dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

2.15.05.4.09 Penyediaan Infrastruktur Perkeretaapian Yang Terintegrasi Sesuai dengan Kewenangan Provinsi

4 Sub Kegiatan

2 Sub Kegiatan

2 Sub Kegiatan

1 Sub Kegiatan

2 Sub Kegiatan

2 Sub Kegiatan

2 Sub Kegiatan

2 Sub Kegiatan

1
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3

4
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PROGRAM PRIORITAS
BUS RAPID TRANSIT

BRT Corridor Design PENINGKATAN AKSESIBILITAS (TROTOAR) : 36 Ruas Jalan

Mixed Lane

Dedicated Lane with 

Markings
Dedicated Lane with 

Separator

Kota Bandung

Kota Cimahi

Kabupaten Bandung

Kabupaten 

Bandung 

Barat

Kabupaten 

Sumedang

Perbaikan. Fasilitas 

Pejalan Kaki 

sepanjang On 

Corridor BRT

Perbaikan Fasilitas 

Pejalan Kaki pada 

radius 300 m dari 

Halte BRT

300-m

500-m

Stasiun BRT

Points of Interest

BRT ON-CORRIDOR STATION

: 34 Halte

BBMA BRT Design – On Corridor

FORUM PERANGKAT DAERAH BIDANG PERHUBUNGAN TAHUN 2026



PROGRAM PRIORITAS
BUS RAPID TRANSIT

FORUM PERANGKAT DAERAH BIDANG PERHUBUNGAN TAHUN 2026

BBMA BRT Design – Off Corridor dan Depo

Koridor/Jalur Khusus

Rute Direct Service

Kota Bandung

Kota Cimahi

Kabupaten Bandung

Kabupaten Bandung 

Barat

Kabupaten 

Sumedang

Bus Stop Pole : 527 buah Narrow Shelter : 212 buah Large Shelter : 29 buah

DEPO : 6 Depo



PROGRAM PRIORITAS
PERKERETAAPIAN PERKOTAAAN METROPOLITAN BANDUNG

FORUM PERANGKAT DAERAH BIDANG PERHUBUNGAN TAHUN 2026

Ringkasan Alternatif Koridor



PROGRAM PRIORITAS
PERKERETAAPIAN PERKOTAAAN METROPOLITAN BANDUNG

FORUM PERANGKAT DAERAH BIDANG PERHUBUNGAN TAHUN 2026



PROGRAM PRIORITAS
PERKERETAAPIAN PERKOTAAAN METROPOLITAN BANDUNG

FORUM PERANGKAT DAERAH BIDANG PERHUBUNGAN TAHUN 2026



PROGRAM PRIORITAS
PERKERETAAPIAN PERKOTAAAN METROPOLITAN BANDUNG

FORUM PERANGKAT DAERAH BIDANG PERHUBUNGAN TAHUN 2026


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14
	Slide 15
	Slide 16
	Slide 17
	Slide 18
	Slide 19
	Slide 20
	Slide 21
	Slide 22
	Slide 23
	Slide 24
	Slide 25
	Slide 26
	Slide 27
	Slide 28
	Slide 29
	Slide 30
	Slide 31
	Slide 32
	Slide 33
	Slide 34
	Slide 35
	Slide 36
	Slide 37
	Slide 38

